[ SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberantasan
korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara
dan aparatur sipil negara, diperlukan transparansi di
lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang dalam
bentuk kewajiban pelaporan harta kekayaan;

b. bahwa laporan harta kekayaan penyelenggara negara
dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di
Kabupaten Tangerang, diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
66 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tangerang;

c. bahwa sehubungan belum diaturnya kewajiban staf
khusus bupati, ajudan, kepala desa, dan kepala unit
pelaksana teknis dinas Daerah satuan pendidikan
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
66 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tangerang, perlu diubah dan
disesuaikan;

d. bahwa . ..



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4250) sebagagaimana diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6409);

6. Undang-Undang . . .



Menetapkan

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 985) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten
Tangerang Tahun 2017 Nomor 2817) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita
Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 6622),
diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3
(1) Wajib LHKPN Pemerintah Daerah:
a. Bupati;
b. Wakil Bupati;
c. Sekretaris Daerah;

d. asisten . ..



asisten pada sekretariat Daerah;

staf ahli Bupati;

staf khusus Bupati;

kepala Perangkat Daerah;

camat;

direktur rumah sakit umum Daerabh;

direktur badan usaha milik Daerah;

pejabat fungsional auditor pada inspektorat

Daerah;

pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan

urusan pemerintahan Daerah pada inspektorat

Daerah;

m. pejabat struktural pada bagian pengadaan
barang/jasa sekretariat Daerah;

n. pejabat fungsional pengelola pengadaan
barang/jasa pada bagian pengadaan barang/jasa
sekretariat Daerah;

0. ajudan;

p. kepala desa; dan

q. kepala unit pelaksana teknis dinas Daerah satuan
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pendidikan.
(2) dihapus.
~Pasalll
Peraturan Bupati 11 mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati 1ni1 dengan
penempatannya dalam Berita Daerah  Kabupaten
Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 26 Januari 2024
Pj. BUPATI TANGERANG,

Ttd.

ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 5 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID
BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 01

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEF&L&B'@;HN HUKUM,

AT, S.H.

NIP. 1970120 199803 1 005





